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A. [bookmark: _TOC_250002]Kesimpulan

Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelolah keuangan yang di berikan oleh pemerintahan pusat kepala desa, hal ini bisa dilihat dari Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 26 bahwa Kepala Desa memegang kuasaannya dalam mengelolaahan keuangan desa. Sehingga dari sini bisa kita lihat bagaimana Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolahan Keuangan desa tersebut. Dalam proses pengelolahan keuangan desa pada Desa Cinta Air, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai sudah memperhatikan secara baik prosedur kegiatan pengelolahan keuangan desa yang meliputi perencanaan, Penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pegawasan.
Pengelolaan keuangan desa pada Desa Cinta Air berdasarkan pada asas pengelolaan keuangan desa yang baik, yaitu; Asas Transparan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
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Asas Akuntabel, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan kepemerintahan desa. Asas Partisipatif, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya tanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Adapun tugas masyarakat mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif. Asas Tertib dan disiplin anggaran, dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan juga dilakukan secara berkelanjutan. Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa. Dengan dianutnya asas- asas umum tersebut dalam peraturan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkokoh landasan pelaksanaan pembangunan di desa.
B. [bookmark: _TOC_250001]Saran

1. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas wajib memahami, menguasai, dan mengerti semua peraturan perUndangUndangan yang berkaitan dengan Pemerintahanan Desa dan sistem pengeloaan Keuangan Desa serta peraturan perUndang-Undangan tentang tindak pidana korupsi. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggunjawab administrasi pemerintahan di





Desa wajib memberikan pelatihan bagi Kepala Desa tentang pengeloaan administrasi pemerintahan Desa dan sistem pengelolaan Keuangan Desa serta pembinaan mental dan karakter spiritual, sehingga menjadikan Kepala Desa yang professional dalam melaksanakan tugas.Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan secara berkala kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, supaya Kepala Desa tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku, bagi pengawas Desa yang bertugas untuk mengawasan pembangunan di Desa juga wajib mengawasai masuk keluarnya uang yang di berikan kepada Desa terlebih kepada Kepala Desa. Apabila dari hasil pengawasan terdapat penyimpangan atau kesalah sistem administrasi Kuangan Desa maka kepada Kepala Desa harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menajadikan efek jera dan pembelajaran sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.
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